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Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, mengetahui dan menganalisis pengelolaan 
rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan tinjuauan filosofis dan 
yuridis. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dalam hal pemilik 
rumah sakit adalah pendiri yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketiga, untuk mengkaji dan 
menganalisis akibat hukum dalam hal pemilik rumah sakit adalah komisaris 
perusahaan apabila rumah sakit diusahakan oleh Perseroan Terbatas sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan 
konsep hukum yang kedua yaitu hukum sebagai norma-norma positif di dalam 
sistem perundang-undangan nasional. Penelitian ini bersifat preskriptif. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. 
Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik deduksi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, berdasarkan tinjauan filosofis, 
pengelolaan rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan rumah 
sakit berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan tinjauan yuridis, 
Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi terhadap Pasal 21 UURS 
bahwa seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang 
bersifat nirlaba yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum 
diberlakukannya UURS tetap sah. Kedua, rumah sakit berbentuk badan hukum 
yayasan tidak dapat dimiliki oleh pendiri yayasan, karena pada hakekatnya 
yayasan tidak dapat dimiliki oleh perorangan yaitu pendiri yayasan. Ketiga, rumah 
sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas tidak dapat dimiliki oleh 
komisaris perusahaan kecuali apabila komisaris tersebut adalah pemegang saham, 
karena pada hakekatnya komisaris Perseroan Terbatas adalah orang perorangan 
yang memiliki keahlian dan digaji untuk mengawasi kinerja direksi dalam 
mengurus perseroan. 
 







Bagus Adi Nugroho. S351602017. 2017. The Hospital Ownership If The 
Organizer Is A Foundation Or Limited Liability Company (Analysis of Article 
34 Number 3 of  Statute of Republic Indonesia Number 44 of 2009 on 
Hospital). Master of Notary from Faculty of Law Sebelas Maret University. 
 
This study aims: First, to determine and analyze the management of hospital in 
the form of limited liability company under philosophical and juridical reviews. 
Second, to determine and analyzethe legal consequences ofhospital owner is 
founder of the foundation as regulated in Statute of Republic Indonesia Number 
44 of 2009 on Hospital. Third, to determine and analyze the legal consequences in 
case of the hospital owners are the company commissioner in the hospital 
incorporated as a limited liability company as stipulated in Statute of Republic 
Indonesia Number 44 of 2009 on Hospital. 
This research is a normative law reasearch sourced from primary law material 
and secondary law material through technique approach of legislation, and the 
data were analyzed through deductive reasoning techniques. 
 
The results of the research show that first, based on the philosophical review, 
hospital’s management in the form of limited liability company is not in 
accordance with Pancasila and Republic Indonesia Statute of 1945. Based on the 
juridical review, the Constitutional Court of Republic Indonesia does not grant a 
judicial review of Article 21 UURS which contains the provision that the 
established private hospitals must be in the form of a limited liability company 
and only engaged in hospital. The Constitutional Court of the Republic of 
Indonesia does not grant a judicial review of Article 21 UURS that all hospitals 
that have been established by non-profit private entities that have obtained 
permission from the government prior to the enactment of UURS remain valid. 
Second, Hospital foundation form does not owned by foundation founder, because 
the essence of the foundation can not owned by any individual which is the 
founder of the foundation. Third, Hospital limited liability form does not owned by 
limited liability’s commissioner, except the commisioner is the shareholder of its 
Hospital limited liability company, because the essence of limited liability 
Company commissioner’s is an individual person who has the expertise and paid 
to supervise the performance of the Board of Directors in managing the 
Company. 
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